BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
bahwa untuk peningkatan tercapainya penyelenggara Negara
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta
terwujudnya banyuwangi good government, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara di Lingkungan Kabupaten
Banyuwangi.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);



10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara
Tahun 2016 Tahun 985), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun
2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 572);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI BANYUWANGI NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun

2019

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri

dari :

o P

o o

5o oo

e

Bupati;

Wakil Bupati;

Pejabat struktural eselon II;

Pejabat struktural eselon III;

Pejabat struktural eselon 1V;

Auditor;

Staf Khusus;

Ajudan dan;

Kepala Desa;

Pejabat tertentu atas permintaan KPK; dan
penyelenggara negara lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Terhadap Penyelenggara Negara yang terlambat dan atau tidak

melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

ayat 2 dikenakan sanksi teguran tertulis.



(2) Apabila dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah dijatuhkannya
sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
tidak melaporkan LHKPN maka dapat dikenakan sanksi sebagai
berikut:

a. penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai dan akan
berlaku secara terus menerus dibulan berikutnya sampai dengan
yang bersangkutan melaporkan LHKPN.

b. penundaan pembayaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa

sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 22 November 2023
BUPATI BANYUWANGTI,
Ttd.
IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 22 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 41



